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SALINAN

BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 13 TAHUN  2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2013 TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI  LEBAK,

Menimbang : a. bahwa batas minimal pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor

22 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi

dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

b. bahwa berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten

Lebak Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Kabupaten Lebak 6 Tahun 2010 tentang

Pajak Daerah, perlu menyesuaikan batas minimal

pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Perkotaan di Kabupaten Lebak;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 22

Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang

Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
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2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia  Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2010

tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak

Tahun 2010 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa

kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 3

Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2017 Nomor 3,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor

20173);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN

BUPATI NOMOR NOMOR 22 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA

PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN

PERKOTAAN.
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Pasal I

Ketentuan Pasal 14 Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2013

tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Lebak

Tahun 2013 Nomor 22), diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 14

(1) SPPT PBB-P2 ditetapkan, diterbitkan dan ditandatangani

oleh Bupati.

(2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan penandatanganan

SPPT PBB-P2 kepada Kepala Dinas.

(3) Dalam rangka meningkatkan efisiensi pelaksanaan tugas,

penandatanganan SPPT PBB-P2 dapat dilakukan dengan

cara :

a. cap dan tanda tangan basah, untuk ketetapan Pajak

diatas Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

b. cap dan cetakan tanda tangan,untuk ketetapan Pajak

dibawah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

(4) SPPT PBB-P2 dapat diterbitkan melalui :

a. pencetakan massal; atau

b. pencetakan dalam rangka :

1. pembuatan salinan SPPT PBB-P2;

2. penerbitan SPPT PBB-P2 sebagai tindak lanjut

atas keputusan keberatan, pengurangan atau

pembetulan;

3. tindak lanjut pendaftaran Objek Pajak baru;

dan/atau

4. mutasi Objek Pajak dan/atau Subjek Pajak.

c. batas minimal pengenaan PBB-P2 adalah sebesar

Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap objek

pajak PBB-P2.

(5) Kepala Dinas menyusun dan menetapkan Petunjuk Teknis

dan Standar Operasional Prosedur penerbitan SPPT PBB-

P2.



PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN SEKDA
KEPALA BAPENDA
KEPALA BAG. HUKUM

- 4 -

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Rangkasbitung

pada tanggal 26 Juni 2018

BUPATI LEBAK,

Ttd

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung

pada tanggal 26 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

Ttd

DEDE JAELANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2018 NOMOR 13


